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PENYUSUNAN BLJKU PETUNJUK PELAYANAN

PERI.IINAN DI DAERAH

MENTERI  DALAM NEGERI

I\{enimbang : a.

Mengingat

b .

bahwa salah satu fungsi Pemeri*tahan l)aerah

ada lah  member ikan pe layanan kepada

masyarakat, termasuk pelal'anan peri iinan:

bahwa untuk memberikan kejcia"rn bagi

masyarakat dalam lrlengurus perilinan dalam

,ungko men ingkatk4n Pr rqumbuhan
p"."kono*ian, maka perlu rnemerintahkan

tepada Pemerintah Daerah untuk menerbitkan

petunjuk pelayanan perijinan di Daerah'

d"ngun Instruksi Menteri Daliim Negeri'

Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang

to1ol-pokok Pemerintahan Di daerah

(LembaianNegara RI Tahun197 4 Nomor 38'

Tambahan Lqmbaran !'{egara RI Nomor 3037) ;

Peraturan Pernerintah'Nomor 6 Tahun 1988

tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah

oleh Kepala WilaYah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di

Daeraiden-ean titik berat pada Daerah Tingkat
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2.
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4 . Kept. trendagri  Nomrtr 92 Tirhun 199? tentang
Susunan dan Tata Kerja Deparlem.en Dalam
Ncger i .

I t tstruksi  Presiden Nornor -5 Tahun l994
te l t tan-q  Pedoman penyederh i tnaan dan
pen-sendal ian Perij inarr dibidan-e u salral
Surat Edaran Menteri Dalarn Ne_ser.i irr-or.nol.
,503i jEi-5iPUOD'runggui 29 Dcsernbcr i  995
tentan_s Inventar isasi  Jenis I j in.  prosedur dan
Penerapan Tarif.
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6 .

Kepada :

Untuk :

Pertama :

Kedua

366

MENGINSTRUKSIKAN :

l .  Gubernur KDH Tk. I ,

2. BupatiAValikotamdya KDH Tk. II.
di  Seluru* Indonesia.

Mengambil  I  angkah-langkah penyederhanaan peri j inan
beserta pelaksanaannya dan memberikai kemudahan'bagi 

masya.akat yung rn"tuLui.un L.gi;;" dibidang
usaha.

Menyusun Buku petu njuk pelayan anperij inan di Daerahyang memuat kejelasan inforrnasi sebagai berikut :
a. Nama ijin yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah.
b. Dasar hukum ijin tersebut.
c.  Unit  Kerja/ Instansi yang memproses peri j inan

dlmaksud (leagkap dengan alamat dan nomor
telepon/faks:imile).,:. ' ,

d. Prosedur pengurusan ijin.
Persyaratan,untuk mendapatkan ijin.

f. Waktu pemrosesan



Ketisa

Keempat

Kelima

Keenam

g. Braya resrni  van-{ diper lukan.

h. Jangka waktu berlakunya i j in.

i. Ketentuan pelaksanaan ijin/kewajiban pelnesans
i j  in .

.i Sanksi/denda atas pelan_sgaftrn ketenttran ijin.

N{errvebarluaskan Buku Petunjuk seba-sainrarra di nraksud
dalam diktrrm kedua diatas'kenada mas."-arakat cecara
cuma-cuma.

Biava penyusunan dan penggandaan Buku Petunjuk
Pelayanan Perijinan (Hand Bo.ok) di Daerah dibebankan
pada dana APBD.

Melaksanakan lnstruksi ini sebaik-baiknya dan
menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Dalam
Negeri Cq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan
Otonomi Daerah.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
agar dilakianakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di JAKARTA
Pada tanggal 3 Juli 1996

MENTERI DALAM NEGERI

nd

MOH. YOGIE S.M.
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